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ABSTRAK 
 

Pengelolaan arsip merupakan aktivitas atau kegiatan yang 
berkenaan dengan arsip mulai dari penciptaan hingga penyusutan arsip 
dilakukan. Efektivitas pengelolaan arsip sangat diperlukan dalam 
pelaksanaan administrasi, karena arsip merupakan sumber ingatan bagi 
suatu organisasi yang dapat menampung berbagai bahan informasi yang 
berguna. Apabila suatu arsip tidak dikelola dengan baik maka arsip tidak 
dapat mempunyai nilai guna. Penelitian ini meneliti pengelolaan arsip 
administrasi perkawinan pada KUA Umbulharjo dari bentuk konvensional 
untuk diubah ke dalam bentuk digital mengikuti perkembangan teknologi 
informasi di zaman sekarang. 

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 
research), dan bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 
yang digunakan yaitu wawancara dengan Kepala KUA Umbulharjo dan 
pihak yang berwenang. Adapun data sekunder didapat dari buku, jurnal 
dan arsip data yang terkait dengan pengelolaan arsip. Kemudian data yang 
diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan pendekatan maslahah 
mursalah. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pengelolaan arsip administrasi perkawinan sudah terlaksana 
dengan baik. Program inovasi sistem pengelolaan arsip modern dengan 
menggunakan teknologi yang lebih canggih, dapat memberi kemudahan 
bagi para petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya. Akan 
tetapi karena tidak adanya arsiparis khusus pada KUA, menjadi suatu hal 
yang dapat menghambat pelaksanaan program inovasi yang diciptakan 
oleh Kepala KUA Umbulharjo berupa akta digital. Namun Kepala KUA 
Umbulharjo memberikan upaya agar program inovasi tersebut tetap 
berjalan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu berupa pengadaan Bimtek 
terkait pengoperasian sistem akta digital dan pemahaman tentang IT 
(Information Technology). Dalam hal ini upaya yang dilakukan KUA 
Umbulharjo dalam menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan 
pengelolaan arsip dengan sistem akta digital dapat disebut maslahah 
mursalah kategori maslahah hajiyat. Hal tersebut dimaksud karena bukan 
suatu kebutuhan pokoknya, melainkan sebagai penyempurna 
kemaslahatan pokok dan dapat menghilangkan kesulitan yang dihadapi 
manusia. 

Kata Kunci: Pengelolaan Arsip, Administrasi Perkawinan, KUA 
Umbulharjo, dan Maslahah Mursalah. 
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ABSTRACT 
 

Archives management is an activity or activity related to 
archives from creation to archive depreciation. The effectiveness of 
archive management is very necessary in the implementation of 
administration, because archives are a source of memory for an 
organization that can accommodate various useful information 
materials. If an archive is not managed properly then the archive 
cannot have any use value. This research examines the management 
of marriage administration archives at KUA Umbulharjo from 
conventional form to be converted into digital form following the 
development of information technology today. 

The research in this thesis is field research and is descriptive 
analytical in nature. The data sources used in this research use 
primary and secondary data. The primary data used is interviews 
with the Head of KUA Umbulharjo and the authorities. Secondary 
data was obtained from books, journals and data archives related to 
archive management. Then the data obtained in the research was 
analyzed using the maslahah murlah approach. 

Based on the research results, it can be concluded that the 
management of marriage administration records has been carried out 
well. The innovation program for a modern records management 
system using more sophisticated technology can make it easier for 
authorized officers to carry out their duties. However, because there 
is no special archivist at the KUA, this is something that could 
hinder the implementation of the innovation program created by the 
Head of KUA Umbulharjo in the form of digital deeds. However, 
the Head of KUA Umbulharjo made efforts to keep the innovation 
program running. One of the efforts made is in the form of providing 
technical guidance related to the operation of digital certificate 
systems and understanding IT (Information Technology). In this 
case, the efforts made by the Umbulharjo KUA in overcoming 
obstacles in the implementation of archive management using a 
digital deed system can be called maslahah murlah in the maslahah 
hajiyyat category. This is meant because it is not a basic need, but 
rather as a complement to basic benefits and can eliminate 
difficulties faced by humans. 

Keywords: Archives Management, Marriage Administration, KUA 
Umbulharjo, and Maslahah Mursalah.  
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MOTTO 

 

“Apapun resolusimu di tahun ini segeralah realisasikan, karena resolusi 

tanpa realisasi hanya ilusi.  

Do’akan yang dikerjakan, kerjakan yang didoakan. Sisanya serahkan 

kepada Tuhan” 

 

-Gus Rifqil Muslim-  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 

1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha’ H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر



x 
 

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ş es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta’ Ţ te (dengan titik di bawah ط

 Za’ Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ayn ’ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gayn G Fe غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha’ H Ha ه
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 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

دةَْ   Ditulis muta’addidah مُتعََدِّ

 Ditulis ‘iddah عِدَّةْ 

 

 

C.  Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حِكْمَةْ 

 Ditulis Jizyah جِرْيَةْ 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 Ditulis karamah al-auliya كَرَامَةُ الأْوَْلِياَءْ 

 

c. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau 

dammah ditulis h. 
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 Ditulis zakah al-fitri زَكَاةُ الْفِطْرِ 

 

 

D. Vokal Pendek 

 ــ  Fathah Ditulis A ــــــــــــــَــــــ

 ــ  Kasrah Ditulis I ــــــــــــــِــــــ

 ــ  Dammah Ditulis U ــــــــــــــُــــــ

 

 

E.  Vokal Panjang 

Fathah + Alif  ْجَاهِلِيَّة Ditulis ă: jahiliyah 

Fathah + ya’ mati  تنَْسَى Ditulis ă: tansa 

Kasrah + ya’ mati كَرِيْم Ditulis ĭ: karim 

Dammah + wawu mati  ْفرُُوْض Ditulis ū: furud 

 

 

F.   Vokal Rangkap 

Fathah ya mati  ْبيَْنَكُم Ditulis ai: “bainakum” 

Fathah wawu mati  ْقوَْل Ditulis au: “qaul” 
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G.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum أأَنَْتمُْ 

 Ditulis u’iddat أعُِدَّتْ 

 Ditulis la’in syakartum لئَِنْ شَكَرْتمُْ 

 

H. Kata Sandang Alif-Lam  

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  

 Ditulis al-qur’an القرُْآنْ 

 Ditulis al-qiyas القِياَسْ 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l 

(el)nya. 

 ’Ditulis as-sama السَّمَاءْ 

 Ditulis asy-syams الشَّمْسْ 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis Zawi al-Furud ذوَِيْ الْفرُُوْضِ 

 Ditulis Ahl as-Sunnah اهَْلُ السُّنَّةْ 
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J.  Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, 

shalat, zakat, mazhab. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 

oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 
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salam semoga tetap tercurahkan kepada junjugan kita Nabi Muhammad 
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yang terang ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah tercantum bahwa 

tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.1 Hal tersebut diperkuat oleh Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 

yang menyatakan, bahwa perkawinan bagi penduduk yang 

beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

pencatatan sipil bagi yang non muslim sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan 

tersebut maka ditetapkan suatu kewajiban bagi masyarakat yang 

hendak menikah untuk mencatatkan perkawinannya diwilayah 

KUA atau Kantor Catatan Sipil pada daerah tempat tinggalnya.2  

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat 

penting untuk dilaksanakan oleh kedua pasangan pengantin, karena 

akta dan buku nikah yang ia terima merupakan bukti yang autentik 

mengenai keabsahan pernikahan baik menurut agama maupun 

negara. Dengan adanya akta dan buku nikah maka dapat 

 
1 Soesilo dan Pramudji, Kitab Undang-undang Hukum Perdata: UU RI No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), ( Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), 
hlm. 461. 

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur 
Bandung, 2000), hlm. 7. 
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membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan 

mereka dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. 

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil 

Kementerian Agama yang ada pada taraf kecamatan, juga sebagai 

pusat pelayanan masyarakat dibidang keagamaan, seperti pelayanan 

bagi masyarakat yang akan menikah seperti pada KUA Umbulharjo. 

KUA Umbulharjo merupakan salah satu KUA yang berada di Kota 

Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1952. KUA tersebut memiliki 

cakupan wilayah terbesar di Kota Yogyakarta yang luas wilayahnya 

hampir satu per tiga dari wilayah Kota Yogyakarta yang tentunya 

menyimpan potensi tersendiri. Artinya bahwa diperlukan energi 

lebih guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.3 

Melihat begitu luas wilayah Kemantren Umbulharjo, tentu 

lebih banyak pula jumlah penduduk yang tinggal diwilayah tersebut, 

sehingga lebih banyak pula peristiwa pencatatan perkawinan yang 

tentunya menghasilkan arsip dokumen administrasi perkawinan. 

Dengan demikian, dapat dilihat betapa banyak dokumen 

administrasi pencatatan perkawinan yang ada di KUA Umbulharjo 

mengingat banyaknya penduduk yang melaksanakan suatu 

perkawinan. Menjadi keharusan bagi KUA Umbulharjo untuk 

melakukan adanya suatu pengarsipan dengan baik guna menjaga 

berkas tersebut supaya tidak rusak ataupun hilang. 

KUA Umbulharjo merupakan salah satu pecahan dari KUA 

Kotagede, yang mana KUA Kotagede terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu KUA Umbulharjo, KUA Banguntapan dan KUA Kotagede itu 

 
3 https://umbulharjokec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum akses pada 

tanggal 18 Oktober 2023. 
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sendiri. Terpecahnya KUA Kotagede membuat dokumen arsip 

perkawinan terbagi kepada beberapa KUA tersebut, sehingga ketika 

seseorang mencari duplikat dokumen data pernikahan dibawah 

tahun 1952 atau sebelum terbentuknya KUA Umbulharjo, maka jika 

dokumen tersebut tidak ada di KUA Umbulharjo bisa jadi dokumen 

tersebut berada di KUA Banguntapan atau KUA Kotagede itu 

sendiri. Hal tersebut merupakan suatu problematika terbesar bagi 

pihak yang berwenang dalam melayani masyarakat ketika mencari 

duplikat dari dokumen data pernikahan. Mengingat pada zaman 

dahulu pengelolaan data arsip perkawinan masih menggunakan 

sistem konvensional atau sistem manual dengan ditulis 

menggunakan buku agenda. Tentunya sangat menjadi hambatan 

bagi petugas dalam mencari dokumen yang diperlukan. Dokumen-

dokumen yang selama ini masih menggunakan kertas, kemungkinan 

telah lapuk atau rusak jika tidak dirawat dengan baik dan benar. 

Pada dasarnya, arsip dokumen yang menggunakan kertas 

mempunyai usia yang tidak tahan lama dan suatu saat akan rusak 

bahkan hancur. Kerusakan tersebut tentunya memengaruh isi dari 

dokumen yang mungkin tulisannya sulit dibaca. 

Pada dasarnya pemerintah menganjurkan untuk setiap KUA 

dapat mengembangkan inovasi yang berlandaskan pada Peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.4 Salah satu cara 

untuk mengelola dokumen tersebut yaitu dengan melakukan 

revitalisasi data sesuai dengan perkembangan teknologi di zaman 

 
4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016. 
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sekarang. Dalam hal ini KUA Umbulharjo menciptakan suatu 

program inovasi berupa akta digital yang berfungsi untuk 

menyimpan akta terdahulu secara digital. Tujuan adanya upgrade 

data tersebut selain menjaga arsip dokumen agar tidak rusak, juga 

dapat memudahkan petugas yang berwenang ketika hendak mencari 

data dokumen yang diinginkan. Namun minimnya sumber daya 

manusia bahkan tidak adanya arsiparis khusus di KUA Umbulharjo 

menjadi hambatan terbesar dalam melakukan perubahan budaya 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan di KUA Umbulharjo 

yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini. Padahal hal terpenting dalam pengelolaan arsip 

suatu instansi yaitu adanya SDM atau tenaga arsiparis yang tentunya 

mempunyai kompetensi dan wawasan sumber daya aparatur 

pengelola arsip yang profesional dan handal serta memadai. Jika 

sumber daya manusia tidak terpenuhi maka berdampak pada 

pelaksanaan program inovasi akta digital yang kurang maksimal. 

Bahkan dapat menjadikan tata kelola program inovasi berjalan tidak 

sistematis sebagaimana mestinya. 

Tidak dapat dipungkiri jika dokumen arsip administrasi 

perkawinan terdahulu dari berdirinya KUA Umbulharjo yang 

tentunya menghasilkan banyak sekali dokumen tidak dikelola 

dengan baik dan benar. Maka hal tersebut akan berdampak buruk 

kepada KUA, seperti rusaknya dokumen arsip atau bahkan 

munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada Kementerian 

Agama.5 

 
5 Wawancara dengan Handdri Kusuma Kepala KUA Umbulharjo, (Yogyakarta, 

10 Mei 2023). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menimbulkan 

beberapa pertanyaan besar, yang salah satunya yaitu tentang 

bagaimana cara KUA Umbulharjo dalam melakukan revitalisasi 

data atau mengelola dokumen arsip administrasi perkawinan dengan 

baik sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi informasi dan 

komunikasi. Mengingat minimnya SDM atau bahkan tidak adanya 

arsiparis khusus dalam pelaksanaan pengelolaan arsip administrasi 

perkawinan pada KUA Umbulharjo. 

Berangkat dari problematika tersebut penulis tertarik untuk 

mengkaji skripsi dengan judul “Pengelolaan Arsip Administrasi 

Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Umbulharjo Kota 

Yogyakarta” menggunakan teori maslahah mursalah. Teori 

maslahah mursalah dapat diartikan sebagai suatu teori yang 

mengidentifikasi suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh 

syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang mengharuskan untuk 

mengerjakan atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan 

mendatangkan kebaikan yang besar.6 Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa maslahah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang 

tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur’an ataupun hadis yang 

menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu 

i’tibar. Selain itu juga difokuskan pada hal-hal yang tidak 

didapatkan adanya ijma’ ataupun qiyas yang berhubungan dengan 

suatu hal tersebut.7 Perlunya menggunakan teori maslahah 

 
6 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 

7 Zakiatul Munawaroh, “Analisis Maslahah Mursalah terhadap Penerapan 
Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian”, Skripsi, (Surabaya: Hukum Keluarga 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 13. 
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mursalah sebagai pisau bedah analisis guna memperoleh 

pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke 

objeknya yaitu mengetahui pengelolaan arsip administrasi 

perkawinan pada KUA Umbulharjo sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 

    Tabel 1.1 

   Deskripsi Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Latar 

Belakang 

Problematika Payung 

Hukum 

Tinjauan 

Penelitian 

KUA 

Umbulharjo 

Kota 

Yogyakarta 

dalam sistem 

pengelolaan 

arsip 

administrasi 

perkawinan 

yang masih 

terhambat 

dalam 

pelaksanaan 

pengelolaan 

arsip sesuai 

dengan 

perkembangan 

Banyaknya 

dokumen arsip 

administrasi 

perkawinan 

terdahulu yang 

tentunya 

masih 

menggunakan 

pengelolaan 

arsip cara 

konvensional 

berbentuk 

kertas 

membuat 

petugas KUA 

Umbulharjo 

khawatir 

Adanya program 

Inovasi oleh 

Kepala KUA 

Umbulharjo 

dalam bidang 

pengelolaan 

arsip administrsi 

perkawinan, 

dengan 

mengembangkan 

tugas pokok dan 

fungsi KUA 

yang 

berlandaskan 

dengan 

Peraturan 

Menteri Agama 

Peraturan 

Menteri 

Agama 

Republik 

Indonesia 

Nomor 34 

Tahun 

2016 

tentang 

Organisasi 

dan Tata 

Kerja 

Kantor 

Urusan 

Agama 

Bagaimana 

tinjauan 

maslahah 

mursalah 

terhadap 

upaya yang 

dilakukan 

KUA 

Umbulharjo 

dalam 

menyelesaikan 

problematika 

pengelolaan 

arsip 

administrasi 

perkawinan 

pada tahun 
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teknologi 

informasi. 

dengan 

terjadinya 

kerusakan 

terhadap 

dokumen 

tersebut, 

mengingat 

usia kertas 

yang tidak 

tahan lama, 

sehingga 

Kepala KUA 

Umbulharjo 

berkeinginan 

untuk 

mengupgrade 

dokumen arsip 

administrasi 

perkawinan 

yang terdahulu 

guna 

mengantisipasi 

dokumen agar 

tidak rusah 

atau hancur, 

yaitu dengan 

melakukan 

RI No. 34 Tahun 

2016, namun 

tidak adanya 

arsiparis khusus 

dan minimnya 

SDM dalam 

pelaksanaan 

program inovasi 

pengelolaan 

arsip 

administrasi 

perkawinan 

membuat para 

pejabat serta staf 

KUA 

Umbulharjo 

terhambat dalam 

melakukan 

revitalisasi data 

atau mengelola 

dokumen arsip 

administrasi 

perkawinan 

dengan baik 

sesuai dengan 

perkembangan 

ilmu teknologi 

2019 hingga 

2023? 
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revitalisasi 

data sesuai 

dengan 

perkembangan 

teknologi 

dizaman 

sekarang ini. 

informasi 

sekarang ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: 

1. Apa saja problematika pengelolaan arsip administrasi 

perkawinan di KUA Umbulharjo pada tahun 2019 hingga 2023? 

2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh KUA Umbulharjo 

dalam menanggulangi problematika pengelolaan arsip 

administrasi perkawinan pada tahun 2019 hingga 2023? 

3. Bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap upaya yang 

dilakukan KUA Umbulharjo dalam menyelesaikan problematika 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada tahun 2019 

hingga 2023? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Melihat uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka peneliti dapat mengetahui tujuan dan kegunaan dari 

penulisan karya ilmiah ini, yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Mengetahui problematika pengelolaan arsip administrasi 

perkawinan di KUA Umbulharjo pada tahun 2019 hingga 

2023. 

b. Mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh KUA 

Umbulharjo dalam menanggulangi problematika 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada tahun 2019 

hingga 2023. 

c. Mengetahui tinjauan Maslahah Mursalah terhadap upaya 

yang dilakukan KUA Umbulharjo dalam menyelesaikan 

problematika pengelolaan arsip administrasi perkawinan 

pada tahun 2019 hingga 2023. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai sistem pengelolaan arsip 

administrasi perkawinan yang dilakukan di KUA 

Umbulharjo Kota Yogyakarta. Penulis juga berharap hasil 

penelitian ini menjadi bahan penelitian untuk peneliti 

selanjutnya yang ingin mendalami dan memahami lebih 

lanjut mengenai sistem pengelolaan arsip administrasi 

perkawinan yang dilakukan di KUA Umbulharjo Kota 

Yogyakarta. 

b. Secara praktis penelitian ini memberi pengetahuan untuk 

pembaca dan sebagai referensi bagi yang membutuhkan 

serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi KUA Kota 

Yogyakarta pada umumnya untuk mengetahui sistem 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan yang ada di KUA 

seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
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yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta meningkatkan 

kinerja KUA Umbulharjo pada khususnya dan KUA di 

setiap Kecamatan di Kota Yogyakarta pada umumnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penyusunan penelitian, penulis telah melakukan 

telaah pustaka terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan 

terlebih dahulu dengan pembahasan yang serupa dengan penelitian 

yang penulis lakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan perbandingan serta sebagai bahan kajian guna 

menunjang penelitian penulis. 

Berikut merupakan beberapa buku dan literatur berupa 

skripsi dan data lainnya yang penulis dapatkan yang mempunyai 

korelasi dengan pembahasan atau tema serupa dengan penelitian 

penulis, di antaranya yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rizky Leonita Hapsari 

dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dengan 

judul “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.”8 

Skripsi ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam penggunaan aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Nikah belum efektif dan efisien, 

karena KUA Kecamatan Seyegan dalam menggunakan sistem 

 
8 Rizka Leonita, “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman”, Skripsi (Yogyakarta: 
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015). 
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informasi tersebut belum optimal dan hanya sebatas membantu 

kinerja dari pegawai KUA saja bahkan masyarakat belum 

sepenuhnya mengenal aplikasi tersebut. Penelitian tersebut juga 

menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dari adanya sistem 

informasi manajemen berbasis teknologi informasi tersebut. Salah 

satu faktor pendukung yaitu adanya sumber daya manusia yang 

memadai dan kemampuan pegawai KUA dalam menggunakan 

teknologi informasi serta adanya koordinasi yang baik dengan 

instansi atau lembaga lain terkait pengelolaan data dalam penerapan 

Sistem Informasi Manajemen Nikah. Adapun faktor penghambat 

yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Seyegan 

terhadap masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana di KUA 

Kecamatan Seyegan. Dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan 

dari skripsi yang disusun Rizky Leonita Hapsari bahwa skripsi 

tersebut lebih memfokuskan pada salah satu penggunaan Sistem 

Informasi Berbasis Teknologi Informasi dalam pengelolaan arsip 

administrasi di KUA, sedangkan penelitian skripsi yang penulis 

teliti fokus kepada sistem dan cara pengelolaan arsip administrasi 

perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Umbulharjo sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Kedua, Buku karya Sattar, dengan judul “Manajemen 

Kearsipan.”9 Buku tersebut membahas mengenai konsep dasar 

kearsipan dan kaitannya dengan tata cara dalam pengelolaan 

kearsipan. Isi dari buku tersebut juga memberikan pemahaman 

mengenai berbagai macam sistem penyimpanan arsip hingga 

 
9 Sattar, Manajemen Kearsipan, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019). 
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kriteria peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam 

kearsipan. Dapat dipahami terdapat perbedaan dari buku karya 

Sattar, bahwa buku tersebut lebih memfokuskan pada konsep dasar 

kearsipan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dalam 

manajemen suatu kearsipan, sedangkan penelitian skripsi yang 

penulis teliti fokus kepada sistem dan pengembangan inovasi dalam 

pengelolaan arsip administrasi yang dilakukan pada salah satu 

instansi yaitu Kantor Urusan Agama Umbulharjo sesuai dengan 

perkembangan zaman (teknologi informasi dan komunikasi). 

Ketiga, Buku dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, 

dengan Kepala Biro Umum Ely Ibrahim, dengan judul “Pedoman 

Pengelolaan Kearsipan Universitas Bina Mandiri Gorontalo.”10 

Buku tersebut membahas mengenai pengelolaan arsip dinamis yang 

bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan 

akuntabilitas kinerja dan sebagai alat bukti yang sah dalam rangka 

pelaksanaan fungsi dan tugas dalam suatu instansi perguruan tinggi. 

Buku tersebut juga memberikan penjelasan tentang bagaimana 

seorang pengelola arsip agar dapat memahami teknik pengelolaan, 

penyimpanan peralatan dan pengamanan arsip dengan cara yang 

baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan tentang 

kearsipan yang telah ditetapkan. Dapat dipahami bahwa buku 

tersebut lebih memfokuskan pada pengelolaan kearsipan dalam 

suatu instansi pendidikan (perguruan tinggi), sedangkan penelitian 

skripsi yang penulis teliti fokus pada pengelolaan arsip administrasi 

 
10 Pedoman Pengelolaan Kearsipan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, 

(Gorontalo: Universitas Bina Mandiri Gorontalo, 2021). 
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perkawinan dalam suatu instansi Kantor Urusan Agama. 

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Kiki Tusianasari dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan judul 

“Analisis Sistem Kearsipan di Kantor Kecamatan Gunungpati.”11 

Skripsi ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari 

penelitian tersebut menjelaskan mengenai sistem pengelolaan 

kearsipan pada Kantor Kecamatan Gunungpati yang menggunakan 

pola klasifikasi dalam bentuk numerik. Adanya sistem peminjaman 

arsip yang dilakukan dengan mudah yaitu dengan datang langsung 

ke kantor kecamatan untuk menemui petugas kearsipan yang 

berwenang, serta dalam pengelolaan arsip dikantor tersebut tidak 

ada penanganan secara khusus, melainkan pengelolaan kearsipan 

tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu seperti pembersihan 

tempat penyimpanan arsip saja. Dapat dipahami bahwa terdapat 

perbedaan dari skripsi yang disusun Kiki Tusianasari bahwa skripsi 

tersebut lebih memfokuskan pada problematika dalam proses 

pengelolaan arsip administrasi yang ada di Kantor Kecamatan 

Gunungpati, sedangkan penelitian skripsi yang penulis teliti fokus 

kepada pengembangan inovasi dalam melakukan pengupdatean 

sistem pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada Kantor 

Urusan Agama Umbulharjo sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 
11 Kiki Tusianasari, “Analisis Sistem Kearsipan di Kantor Kecamatan 

Gunungpati”, Skripsi (Semarang: Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang, 2011). 
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Kelima, Skripsi yang disusun oleh Dewi Septiani dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan judul 

“Pengelolaan Arsip Guna Menunjang Tertib Administrasi di Kantor 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.”12 Skripsi ini 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan arsip yang dilakukan di 

Kantor Kecamatan Klambu menggunakan sistem penyimpanan 

wilayah dan klasifikasi decimal yang mana proses penyimpanan 

diawali dengan penerimaan surat, pencatatan pada buku agenda lalu 

diserahkan pada petugas yang bersangkutan mengenai kearsipan. 

Dijelaskan pula mengenai beberapa hambatan dalam proses 

peminjaman dan pengelolaan arsip. Pembahasan selanjutnya yaitu 

mengenai upaya yang dilakukan instansi tersebut untuk mengurangi 

hambatan yang terjadi. Dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan 

dari skripsi yang disusun Dewi Septiani bahwa skripsi tersebut lebih 

memfokuskan pada proses penyimpanan dan perawatan arsip 

terdahulu serta tata cara peminjaman arsip yang baik dan benar pada 

kantor kecamatan, sedangkan penelitian skripsi yang peneliti tulis 

fokus kepada pengembangan dalam perubahan sistem pengelolaan 

arsip administrasi pada Kantor Urusan Agama baik arsip 

administrasi perkawinan terdahulu hingga sistem pengelolaan yang 

sekarang sedang digunakan sesuai perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Keenam, Skripsi yang disusun oleh Muh. Imran dari 

 
12 Dewi Septiani, “Pengelolaan Arsip Guna Menunjang Tertib Administrasi di 

Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan”, Skripsi, (Semarang: Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015). 
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Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Kearsipan Surat Nikah pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.”13 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil dari penelitian tersebut 

menjelaskan mengenai aplikasi sistem informasi pengelolaan arsip 

pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao 

berbasis desktop yang telah dirancang untuk membantu pegawai 

KUA dalam mengarsipkan berkas-berkas pernikahan, sehingga 

dapat memudahkan para pegawai yang berwenang dalam 

menyimpan dan mengarsipkan berkas administrasi data dengan 

aman. Dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan dari skripsi yang 

disusun Muh. Imran bahwa skripsi tersebut lebih memfokuskan 

pada penggunaan aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip 

pernikahan pada KUA Kecamatan Tombolopao, sedangkan 

penelitian skripsi yang peneliti tulis fokus kepada sistem 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan dari berdirinya KUA 

Kecamatan Umbulharjo hingga pengelolaan arsip menggunakan 

sistem yang lebih canggih sesuai perkembangan teknologi seperti 

saat ini. Adapun tujuannya tidak hanya memudahkan pegawai yang 

berwenang dibidang kearsipan saja melainkan juga memudahkan 

masyarakat sekitar ketika hendak mencari dokumen administrasi 

perkawinan yang dibutuhkan serta memudahkan masyarakat yang 

 
13 Muh. Imran, “Perancangan Sistem Informasi Kearsipan Surat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa”, Skripsi, (Makassar: 
Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, 2018). 
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hendak melaksanakan pernikahan melalui aplikasi. 

Ketujuh, Jurnal yang disusun oleh Abd. Wahab Syahroni dan 

Imam Subairi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Arsip 

Pernikahan pada Kantor Urusan Agama.”14 Jurnal  ini menggunakan 

metode observasi dan pengumpulan data. Jurnal tersebut 

menjelaskan tentang sistem informasi manajemen arsip pernikahan 

KUA berbasis web dalam suatu aplikasi, mulai dari pencatatan calon 

pasangan hingga pelaksanaan pernikahan. Sistem yang dibuat 

tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pencarian arsip 

pernikahan serta memudahkan warga sekitar untuk mengetahui 

informasi mengenai status pernikahan pasangan. Dapat dipahami 

bahwa terdapat perbedaan dari jurnal yang disusun Abd. Wahab 

Syahroni dan Imam Subairi bahwa jurnal tersebut lebih 

memfokuskan penggunaan sistem aplikasi berbasis web dalam 

pengelolaan arsip administrasi pernikahan, sedangkan penelitian 

skripsi yang peneliti tulis fokus kepada sistem pengelolaan arsip 

administrasi perkawinan di KUA Umbulharjo mulai dari 

menggunakan sistem manual dari berdirinya KUA hingga 

mengikuti sistem sesuai perkembangan teknologi seperti yang 

digunakan saat ini. 

 
14 Abd. Wahab dan Imam Subairi, “Sistem Informasi Manajemen Arsip 

Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama”, Jurnal Teknologi Informasi, Vol. XV Nomor 3 
(2020), hlm. 92-101. 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Dan 

Kesimpulan 

Perbedaan Urgensi dan 

Kontribusi 

1 Rizky 

Leonita 

Hapsari 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Berbasis 

Teknologi 

Informasi di 

KUA 

Kecamatan 

Seyegan 

Kabupaten 

Sleman 

Metode 

Deskriptif-

Kualitatif 

Hasil 

penelitian 

menjelaskan 

bahwa 

penggunaan 

aplikasi 

SIMKAH 

belum efektif 

dan efisien, 

dilihat dari 

SIMKAH yang 

digunakan 

KUA 

Kecamatan 

Seyegan hanya 

sebatas untuk 

membantu 

kinerja dari 

pegawai KUA. 

Dari sudut 

pandang 

pengguna, 

aplikasi 

- Fokus 

bahasan 

pada salah 

satu 

pengguna

an Sistem 

Informasi 

Berbasis 

Teknologi 

Informasi 

(SIMKA

H) dalam 

pengelola

an arsip 

administr

asi 

perkawin

an di 

KUA 

Kemantre

n 

Umbulhar

jo. 

- Urgensi : 

Bahwasanya 

dokumen 

arsip 

administrasi 

perkawinan 

merupakan 

suatu hal 

yang sangat 

penting, 

karena akta 

nikah 

merupakan 

bukti yang 

autentik 

mengenai 

keabsahan 

pernikahan 

baik menurut 

agama 

maupun 

negara, 

sehingga 
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tersebut belum 

optimal dan 

bahkan 

masyarakat 

belum 

sepenuhnya 

mengenal 

aplikasi 

tersebut. 

- Objek 

penelitian 

dokumen 

tersebut 

harus dijaga 

dan dikelola 

dengan baik 

dan benar. 

Pengelolaan 

arsip 

administrasi 

perkawinan 

yang 

mengikuti 

perkembanga

n teknologi 

sangat 

diperlukan 

dalam suatu 

lembaga 

(KUA) guna 

mengantisipa

si kerusakan 

dokumen 

arsip 

terdahulu. 

Selain itu 

juga 

bertujuan 

untuk 

mempermud

ah petugas 

2 Sattar Buku 

“Manajeme

n 

Kearsipan” 

Sumber ini 

menggunak

an buku 

Buku tersebut 

membahas 

tentang konsep 

dasar 

kearsipan dan 

kaitannya 

dengan tata 

cara dalam 

pengelolaan 

arsip, yang 

memberikan 

pemahaman 

mengenai 

berbagai 

macam sistem 

penyimpanan 

arsip hingga 

kriteria 

peralatan dan 

perlengkapan 

yang 

Fokus 

bahasan 

pada 

konsep 

dasar 

kearsipan 

yang 

berkaitan 

dengan 

pengelolaa

n arsip 

dalam 

manajemen 

suatu arsip. 
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dibutuhkan 

dalam 

kearsipan. 

KUA terlebih 

bagi 

pengelola 

pencatatan 

perkawinan 

yang hendak 

mencari 

dokumen 

yang 

diperlukan 

serta 

memudahkan 

ketika 

melakukan 

pengarsipan 

data 

pernikahan 

selanjutnya. 

 

- Kontribusi 

Turut serta 

memberikan 

saran guna 

melakukan 

suatu upaya 

guna 

menanggulan

gi 

problematika 

dalam 

3 Tanpa 

Penyusu

n 

Buku 

“Pedoman 

Pengelolaa

n Kearsipan 

Universitas 

Bina 

Mandiri 

Gorontalo” 

Sumber ini 

menggunak

an buku 

Buku tersebut 

membahas 

mengenai 

pengelolaan 

arsip dinamis 

yang bertujuan 

untuk 

menjamin 

ketersediaan 

arsip sebagai 

bahan 

akuntabilitas 

kinerja dan 

sebagai alat 

bukti yang sah 

dalam rangka 

pelaksanaan 

fungsi dan 

tugas dalam 

suatu instansi 

perguruan 

tinggi 

Fokus 

bahasan 

pada objek 

pengelolaa

n kearsipan 

dalam suatu 

instansi 

pendidikan, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

penulis 

teliti fokus 

pada 

pengelolaa

n arsip 

administras

i 

perkawinan 

dalam suatu 

instansi 

Kementeria

n Agama 

(KUA). 

4 Kiki 

Tusianas

ari 

Analisis 

Sistem 

kearsipan di 

Metode 

Deskriptif-

Kualitatif 

Hasil 

penelitian 

menjelaskan 

Fokus 

bahasan 

pada 
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Kantor 

Kecamatan 

Gunungpati 

mengenai 

sistem 

pengelolaan 

arsip pada 

Kantor 

Kecamatan 

Gunungpati 

yang 

menggunakan 

pola klasifikasi 

dalam bentuk 

numerik, 

adanya sistem 

peminjaman 

arsip yang 

dilakukan 

dengan mudah 

yaitu dengan 

datang 

langsung ke 

Kantor 

Kecamatan 

untuk 

menemui 

petugas 

kearsipan yang 

berwenang, 

serta dalam 

pengelolaan 

arsip dikantor 

problemati

ka dalam 

proses 

pengelolaa

n arsip 

administras

i yang ada 

di Kantor 

Kecamatan 

Gunungpati

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelaksanaan 

pengelolaan 

arsip 

administrasi 

perkawinan 

sistem digital 

pada KUA 

Umbulharjo. 

Selain itu juga 

membantu 

dalam 

mengupgrade 

data dokumen 

arsip 

administrasi 

perkawinan. 
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tersebut tidak 

ada 

penanganan 

secara khusus 

melainkan 

pengelolaan 

kearsipan 

dilakukan 

dengan 

beberapa cara, 

yaitu seperti 

pembersihan 

tempat 

penyimpanan 

arsip saja. 

5 Dewi 

Septiani 

Pengelolaa

n Arsip 

Guna 

Menunjang 

Tertib 

Administra

si di Kantor 

Kecamatan 

Klambu 

Kabupaten 

Grobogan 

Metode 

Deskriptif-

Kualitatif 

Hasil 

penelitian 

menjelaskan 

bahwa 

pengelolaan 

arsip yang 

dilakukan di 

Kantor 

Kecamatan 

Klambu 

menggunakan 

sistem 

penyimpanan 

wilayah dan 

klasifikasi 

Fokus 

bahasan 

pada proses 

penyimpan

an dan 

perawatan 

arsip 

terdahulu 

serta tata 

cara 

peminjama

n arsip 

yang baik 

dan benar 

pada 
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decimal yang 

mana proses 

penyimpanan 

diawali dengan 

penerimaan 

surat, 

pencatatan 

pada buku 

agenda lalu 

diserahkan 

pada petugas 

yang 

bersangkutan 

mengenai 

kearsipan. 

Kantor 

Kecamatan 

Klambu 

Kabupaten 

Grobogan. 

6 Muh. 

Imran 

Perancanga

n Sistem 

Informasi 

Kearsian 

Surat Nikah 

pada KUA 

Kecamatan 

Tombolopa

o 

Kabupaten 

Gowa 

Pendekatan 

Saintifik, 

Metode 

Kualitatif 

Hasil 

penelitian 

menjelaskan 

mengenai 

aplikasi sistem 

informasi 

pengelolaan 

arsip 

pernikahan 

pada KUA 

Kecamatan 

Tombolopao 

berbasis 

desktop yang 

telah dirancang 
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untuk 

membantu 

pegawai KUA 

dalam 

mengarsipkan 

berkas-berkas 

pernikahan. 

7 Abd. 

Wahab 

Syahroni 

dan 

Imam 

Subairi 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Arsip 

Pernikahan 

pada Kantor 

Urusan 

Agama 

Metode 

Deskriptif-

Kualitatif 

Jurnal tersebut 

menjelaskan 

tentang sistem 

informasi 

manajemen 

arsip 

pernikahan 

KUA berbasis 

web dalam 

suatu aplikasi, 

mulai dari 

pencatatan 

calon pasangan 

hingga 

pelaksanaan 

pernikahan. 

Fokus 

bahasan 

penggunaa

n sistem 

aplikasi 

berbasis 

web dalam 

pengelolaa

n arsip 

administras

i 

pernikahan. 

 

Penelitian terdahulu telah memberikan banyak informasi 

yang bermanfaat secara umum dan secara khusus menganalisis 

kepada subyek tertentu. Beberapa sumber di atas yang sudah peneliti 

telusuri belum ada yang secara spesifik membahas tentang 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada kementerian agama 
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khususnya Kantor Urusan Agama. Cakupan tema yang dibahas 

dalam tulisan ini yaitu mengenai beberapa hal yang terjadi di Kantor 

Urusan Agama Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Teori 

Sumber informasi pada dasarnya mendukung semua 

kegiatan khususnya kegiatan organisasi yang membutuhkan 

informasi sebagai pendukung dalam tata kerja administrasi dan 

pelaksanaan dari fungsi manajemen. Informasi menjadi kebutuhan 

mutlak bagi sebuah instansi baik itu instansi pemerintahan maupun 

swasta. Salah satu sumber informasi yang penting untuk menopang 

kegiatan administrasi yaitu arsip. Instansi yang mengelola 

administrasi dengan baik maka tentunya sistem arsip akan 

terlaksana dengan baik, bukan hanya sekedar dokumen, namun 

menjadi suatu nilai guna sebagai sumber informasi. 

Arsip merupakan salah satu sumber informasi yang mampu 

dimanfaatkan oleh suatu organisasi atau instansi dalam melakukan 

aktivitas yang terdapat di dalamnya. Dengan adanya arsip maka 

dapat membantu meningkatkan penggunaan informasi yang 

terpercaya dan autentik serta membantu meningkatkan kualitas 

pelayanan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa arsip 

mempunyai peranan penting dalam seluruh aktivitas yang terdapat 

dalam suatu instansi seperti pada Kantor Urusan Agama. Pada 

dasarnya setiap instansi memerlukan rekaman atau catatan dari 

segala aktivitas yang dilaksanakan. Tujuannya yaitu untuk dijadikan 

sebagai media yang dapat membantu dalam mengingat seluruh 

peristiwa yang sudah terjadi, baik itu untuk kebutuhan administrasi, 
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hukum, sebagai alat bukti apabila terdapat suatu masalah, pembantu 

pengambilan surat keputusan dan sebagai alat pertanggungjawaban 

manajemen atau hal lainnya. 

Pentingnya arsip perlu dijadikan perhatian penuh bagi 

seluruh organisasi atau instansi. Arsip dapat bermanfaat apabila 

dikelola dengan tertib dan teratur. Selain itu, arsip juga perlu disusun 

dengan baik agar penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan 

mudah. Karena suatu saat arsip tersebut pasti dibutuhkan kembali 

untuk suatu kepentingan, sehingga pengelolaan arsip harus selalu 

diperhatikan dengan tepat dan benar. Adapun hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada 

KUA yaitu sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Arsip 

Kata arsip jika ditinjau dari segi bahasa, arsip dalam 

bahasa Belanda disebut Archief, yang mana menurut 

Atmosudirjo salah satu definisi Archief dalam bahasa Belanda 

berarti tempat penyimpan secara teratur bahan-bahan arsip, 

bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-

keputusan, akta-akta, daftar-daftar, dokumen-dokumen, peta-

peta.15 

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, dijelaskan bahwa kearsipan merupakan suatu 

rekaman peristiwa kegiatan dalam berbagai bentuk media sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

 
15 Atmosudirjo Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1982), hlm. 157-158. 
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yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga tertentu dan 

perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.16 

Basir Barthos mengartikan arsip sebagai suatu catatan 

dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk gambar atau bagan 

yang memuat keterangan-keterangan mengenai suatu subyek 

atau peristiwa yang dibuat guna membantu daya ingat manusia 

(yang bersangkutan).17 

Sedangkan The Internasional Standar Organization 

(ISO on record management-ISO 15489), mendefinisikan 

record (dokumen) sebagai suatu informasi yang oleh 

organization atau perorangan digunakan untuk memenuhi 

kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Dokumen tersebut dapat 

dilihat dari awal hingga akhir berupa teks, bagan, gambar, peta 

digital, database dan data suara.18 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan arsip yaitu suatu kumpulan 

warkat yang berisi mengenai berbagai catatan peristiwa dan 

kegiatan dari suatu organisasi berupa dokumen tertulis yang 

bersifat penting dan bertujuan sebagai rekaman dari segala 

 
16 Indonesia Republik Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

(Jakarta: s.n). 

17 Basir Barthos, Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta dan 
Perguruan Tinggi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 1. 

18 Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, Manajemen Kearsipan Elektronik, 
(Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 24. 



27 
 

 
 

peristiwa atau kejadian yang dibuat guna membantu daya ingat 

manusia yang bersangkutan. 

Jika melihat dari definisi tentang kearsipan yang telah 

dijelaskan diatas, maka pengelolaan arsip dapat diartikan 

sebagai suatu fungsi manajemen dalam rangka mengelola 

keseluruhan daur hidup arsip (life cycle of a records)  yang 

terdiri dari fase penciptaan dan penerimaan, pendistribusian, 

penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan suatu arsip. Setiap 

fase dalam daur hidup arsip akan selalu memengaruhi fase yang 

lainnya. Tata kearsipan dapat diartikan sebagai suatu proses 

kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, 

pemeliharaan dan penyimpanan dokumen menurut sistem 

tertentu. Sehingga saat diperlukan dapat ditemukan kembali 

dengan mudah dan cepat. Pengelolaan arsip harus 

memperhatikan sistem yang paling sesuai dengan keadaan suatu 

instansi. Dengan penataan arsip yang tepat maka akan 

memudahkan dalam penemuan kembali suatu arsip. 

2. Administrasi Perkawinan 

Dalam setiap organisasi tentunya melakukan suatu 

kegiatan pengelolaan administrasi didalamnya. Kegiatan 

tersebut ditunjukkan dalam usaha mengelola segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran. Pada dasarnya 

istilah administrasi perkantoran dapat juga disebut sebagai 

manajemen perkantoran, karena dalam pengertiannya kedua 

istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu pengelolaan 

kegiatan yang ada didalam kantor. 
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Secara teoritis administrasi merupakan proses 

perorganisasian sumber daya (manusia dan perangkat-

perangkatnya), yang berfungsi untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan 

dalam suatu kebijakan untuk kepentingan umum. Keban 

berpendapat, istilah administrasi menunjukkan peran organisasi 

atau lembaga sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai 

regulator atau pengambil kebijakan atau pengatur, sebagai 

prakarsa aktif yang berkebalikan dengan sifat pasifnya 

masyarakat.19 

Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam 

kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari 

suatu keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Para ulama fikih 

mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian 

perkawinan, seperti memaknai kata nikah yang merupakan suatu 

akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan 

keduanya bergaul sebagai suami istri.20 

Perkawinan selanjutnya disebut dengan pernikahan, 

merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi 

seorang pria dan wanita untuk dapat hidup dan berkumpul 

bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman 

 
19 Taliziduhu Ndraha, Entologi Pemerintahan (Yogyakarta: Gava Media, 2001), 

hlm. 29. 

20 Mahmud Yunus, Hukum dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki 
dan Hambali (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1990), hlm. 1. 
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sebuah keluarga dapat ditentukan salah satunya yaitu bahwa 

pernikahan harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi 

orang Islam). Terdapat juga aturan lain yang mengatur bahwa 

pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) 

bagi warga muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi warga non 

muslim. 

Administrasi pernikahan pada dasarnya merupakan hak 

dasar dalam keluarga, sekaligus kewajiban bagi setiap keluarga 

yang telah berkeluarga untuk mengurusnya, sebelum pernikahan 

dilakukan.21 Hal tersebut sangat penting demi hak-hak 

selanjutnya yang timbul karena adanya ikatan, keluarga baru, 

atau sering disebut hak yang muncul akibat adanya perbuatan 

hukum baru/keadaan hukum baru. 

Pada dasarnya administrasi pernikahan bukan untuk 

menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun jika 

dihubungkan dengan perintah Allah SWT yang berkaitan 

dengan mengikuti suatu pemimpin, maka administrasi 

pernikahan merupakan salah satu syarat pernikahan dalam 

konteks sosialnya perintah Tuhan. Sedangkan konteks 

individunya yaitu bahwa administrasi tidak masuk dalam 

kategori wajib sahnya suatu pernikahan. Dalam hal ini, 

administrasi dipandang sebagai suatu pengaturan negara 

semata-mata untuk tertibnya kehidupan sosial. Perkawinan 

hendaknya disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan 

 
21 Depag RI, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama, 

(Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 57. 



30 
 

 
 

proses melalui pencatatan yang tertib. Tertib administrasi 

tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib administrasi. 

Administrasi pernikahan bertujuan untuk mewujudkan 

ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal tersebut 

merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-

undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan 

yang dengan administrasi pernikahan tersebut suami istri 

memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka 

lakukan.22 

3. Kantor Urusan Agama (KUA) 

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) 

Nomor 517 Tahun  2001 tentang penataan Organisasi Kantor 

Urusan Agama (KUA) kecamatan, maka KUA berkedudukan di 

wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi 

oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan 

Kelembagaan Agama Islam yang dipimpin oleh seorang kepala, 

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan 

Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Sehingga eksistensi 

KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui 

keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan 

 
22 Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 31. 
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merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat 

kecamatan. 

KUA merupakan jajaran atau lembaga di bawah naungan 

Kementerian Agama yang bertugas sebagai pencatat 

perkawinan atau pencatat nikah, yang berkedudukan di 

kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam 

wilayah kecamatan.23 Salah satu kewenangan tersebut yaitu 

sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Di Indonesia ada 

perkawinan yang dicatat dan ada juga perkawinan yang tidak 

dicatat, baik sebelum terbentuknya Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. 

Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh 

kementerian agama dalam menyelesaikan perkara dalam 

lingkup peradilan agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan 

bahwa salah satu syarat perkawinan yaitu pencatatan, baik bagi 

syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Namun dalam 

undang-undang perkawinan yang berlaku, pasal yang mengatur 

pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari 

pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-

undang.24 

 

 

 
23 Moh Idris, Hukum Perkawinan Islam (Cet. II Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 

179. 

24 Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: 
Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 69. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis 

dengan mengangkat data yang ada di lapangan.25 Penelitian ini 

penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala KUA 

Umbulharjo Kota Yogyakarta serta beberapa pihak yang 

berwenang. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik 

yaitu suatu metode penelitian untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, 

penyusunan dan penganalisisan data yang telah didapatkan yang 

kemudian dijelaskan,26 atau memberi gambaran terhadap objek 

yang diteliti melalui data yang telah terkumpul, kemudian 

dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode deskriptif ini 

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

 
25 Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Research, (Bandung: Tarsono, 1995), hlm. 

58. 

26 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 
31. 
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pengelolaan arsip administrasi perkawinan yang ada di Kantor 

Urusan Agama Umbulharjo. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan maslahah mursalah. Pendekatan maslahah 

mursalah yaitu suatu pendekatan yang mengidentifikasikan 

suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak 

pula terdapat dalil-dalil yang mengharuskan untuk mengerjakan 

atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan 

mendatangkan kebaikan yang besar.27 Pendekatan maslahah 

mursalah merupakan pendekatan yang menekankan penelitian 

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris 

dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada KUA 

Umbulharjo sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yaitu semua informasi, baik berupa benda 

nyata, abstrak ataupun dalam bentuk peristiwa yang digunakan 

untuk penyusunan pada penelitian ini yang terdiri dari dua 

sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun 

penjelasannya yaitu: 

a. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari subyek penelitian sebagai sember informasi 

 
27 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 
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yang dicari28 dan data ini disebut dengan data pertama. 

Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

berupa wawancara dengan Kepala KUA Umbulharjo Kota 

Yogyakarta serta beberapa pihak yang berwenang. 

b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subyek penelitiannya,29 atau referensi-referensi pendukung 

dan pelengkap bagi sumber primer. Dalam penelitian ini 

sumber sekunder merupakan hasil penelusuran kepustakaan 

terhadap literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan yang terdapat 

dalam suatu lembaga, khususnya di KUA. Adapun sumber 

data tersebut diperoleh melalui buku, jurnal, karya ilmiah, 

internet serta sumber yang relevan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan tanya jawab antara pewawancara 

dengan narasumber untuk meminta keterangan atau 

pendapat tentang suatu objek penelitian.30 Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan 

 
28 Ibid., hlm. 91. 

29 Ibid. 

30 Marzuki Abu, Metode Penelitian, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57. 
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skripsi ini yaitu wawancara dengan Kepala KUA 

Umbulharjo dan beberapa petugas yang berwenang. 

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan 

data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara 

cermat dan langsung.31 Dalam hal ini peneliti berpedoman 

kepada bentuk penelitian yang mana perlu mengunjungi 

lokasi penelitian yaitu berada di KUA Umbulharjo Kota 

Yogyakarta untuk mengamati secara langsung berbagai hal 

atau kondisi yang ada dilokasi tersebut. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu salah satu pengumpulan data atau 

informasi penunjang dari kajian khusus yang merupakan 

sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi dan 

wawancara yang mendalam.32 Dalam hal ini peneliti 

melakukan penelusuran serta pengkajian kepustakaan 

dengan cara membaca, memahami dan menganalisa 

berbagai aturan hukum, undang-undang, buku-buku, jurnal 

serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang 

penulis teliti. 

d. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode 

 
31 Mudi Ahsanuddin, Profesional Sosiologi, (Jakarta: Mediatama, 2004), hlm. 44. 

32 M. Djunaidi dan Fauzan Al Mansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hlm. 199. 
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kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari 

orang-orang dengan berperilaku yang dapat dimengerti.33 

Metode ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dalam 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan yang ada pada 

KUA Umbulharjo kota Yogyakarta. 

Adapun data yang diperoleh dan selanjutnya 

dianalisis adalah pelaksanaan pengelolaan arsip administrasi 

perkawinan pada KUA Umbulharjo melalui teori maslahah 

mursalah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran penelitian 

skripsi ini, maka peneliti memaparkan sistematika pembahasan 

yang digunakan untuk memudahkan dan memperjelas mengenai apa 

saja yang dibahas dalam skripsi ini. Penyusun membagi sistematika 

pembahasan tulisan skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu:  

Bab I, yaitu berisi pengantar pendahuluan skripsi yang 

memuat latar belakang masalah yang mengemukakan suatu hal yang 

melatar belakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang 

memuat mengenai problematika berupa pertanyaan yang hendak 

dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, dilanjutkan 

dengan tujuan dan kegunaan penelitian, lalu telaah pustaka 

mengenai literatur dan karya ilmiah sebelumnya yang membahas 

 
33 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1999), hlm. 3. 



37 
 

 
 

mengenai permasalahan yang relevan. Dilanjutkan kerangka teoritik 

yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedakan 

masalah yang akan diteliti. Kemudian metode penelitian yaitu 

mencakup jenis-jenis dan langkah penelitian, pendekatan teknik 

pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini serta diakhiri dengan sistematika pembahasan agar 

pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami. 

Bab II, yaitu membahas kajian teoritik yaitu gambaran 

tentang pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada KUA 

Umbulharjo Kota Yogyakarta, yang meliputi: Penjelasan tentang 

gambaran administrasi pernikahan, pencatatan perkawinan dalam 

kitab fikih, pengelolaan arsip administrasi perkawinan, serta urgensi 

pengelolaan arsip pada KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

Bab III, yaitu penulis akan memaparkan sub bahasan 

meliputi : gambaran tentang Kantor Urusan Agama (KUA) 

Umbulharjo Kota Yogyakarta. Gambaran tentang lokasi penelitian 

yang sangat perlu dipaparkan guna mengetahui keadaan dan lokasi 

wilayah serta wewenang dari Kantor Urusan Agama Umbulharjo itu 

sendiri. Pembahasan kedua yaitu mengenai tugas dan fungsi KUA 

Umbulharjo, dilanjutkan dengan peran Kepala KUA, Penghulu dan 

staf KUA dalam sistem pengelolaan arsip administrasi perkawinan, 

serta pelaksanaan pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada 

KUA Umbulharjo. Adapun selanjutnya membahas mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja KUA dalam pengelolaan 

arsip administrasi perkawinan. Selanjutnya membahas tentang 

upaya yang dilakukan KUA Umbulharjo dalam menyelesaikan 
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problematika dalam pengelolaan arsip administrasi perkawinan 

pada KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta. Beberapa sub bahasan ini 

merupakan poin penting yang harus diteliti dan dipaparkan. Bab ini 

dapat menjadi materi untuk melakukan analisis pada bab keempat 

nantinya. 

Bab IV, yaitu membahas tentang analisis menggunakan 

pendekatan Maslahah Mursalah terhadap pengelolaan arsip 

administrasi perkawinan pada KUA Umbulharjo. Dalam setiap 

penelitian tentunya harus terdapat analisis terhadap problematika 

yang ada. Maka pada bab keempat inilah akan dipaparkan secara 

jelas tentang analisis menurut pendekatan maslahah mursalah  

sebagai bentuk dari hasil penelitian, yang mana analisis ini didapat 

dari menggabungkan pemahaman mulai dari bab pertama hingga 

bab ketiga. 

Bab V, yaitu bagian penutup yang meliputi: kesimpulan dan 

saran pada penelitian yang penyusun buat. Bagian kesimpulan ini 

harus ada dalam setiap penelitian karena merupakan penyatuan 

seluruh bab sekaligus berisi penegasan ulang terhadap hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan adanya saran sebagai 

acuan untuk peneliti berikutnya terhadap penelitian sejenis yang 

hendak dilakukan dikemudian hari. 

Dengan adanya sistematika pembahasan tersebut, peneliti 

harap dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi 

pembahasan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada Kantor Urusan 

Agama Umbulharjo Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Problematika pengelolaan arsip administrasi perkawinan di 

KUA Umbulharjo pada Tahun 2019 hingga 2023. 

Pelaksanaan pengelolaan arsip administrasi perkawinan 

pada KUA Umbulharjo relatif terlaksana dengan baik. Adanya 

program inovasi berupa sistem akta digital oleh Kepala KUA 

Umbulharjo memberi perubahan besar dalam mengelola arsip 

administrasi perkawinan. Jika sebelumnya mengelola arsip 

menggunakan sistem konvensional, kini dapat menggunakan 

sistem digital. Dalam melakukan suatu pelaksanaan dalam 

kegiatan tentunya tidak jauh dengan beberapa hambatan. Hal 

tersebut terjadi juga pada KUA Umbulharjo. Kurangnya sumber 

daya manusia dan kurangnya perawatan sarana dan prasarana 

menjadi suatu hambatan bagi KUA Umbulharjo dalam 

pelaksanaan pengelolaan arsip sistem digital. 

2. Upaya yang telah dilakukan oleh KUA Umbulharjo dalam 

menanggulangi problematika pengelolaan arsip administrasi 

perkawinan pada tahun 2019 hingga 2023. 

 Agar pelaksanaan program inovasi akta digital berjalan 

dengan lebih baik, maka KUA Umbulharjo melakukan beberapa 
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upaya untuk menanggulangi hambatan yang ada. Adapun upaya 

yang dilakukan KUA Umbulharjo dalam menanggulangi 

hambatan tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan 

bimbingan teknis terkait inovasi pengelolaan arsip sistem akta 

digital. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber 

daya manusia dalam pengelolaan arsip akta digital. Upaya lain 

yang dilakukan yaitu seperti meningkatkan perawatan sarana 

dan prasarana yang telah tersedia agar tidak mudah rusak dan 

dapat dipakai hingga jangka waktu yang panjang. 

3. Analisis maslahah mursalah terhadap upaya yang dilakukan 

KUA Umbulharjo dalam menyelesaikan problematika 

pengelolaan arsip administrasi perkawinan pada tahun 2019 

hingga 2023. 

 Upaya yang dilakukan KUA Umbulharjo dalam 

menyelesaikan problematika pengelolaan arsip administrasi 

perkawianan termasuk dalam maslahah mursalah kategori 

hajiyat. Dapat dikelompokkan dalam kategori maslahah hajiyat 

karena sesuai dengan definisinya, yaitu maslahah yang 

dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi 

mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi 

masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Dengan adanya upaya 

peningakatan mutu sumber daya manusia, maka para pejabat 

dan staf KUA Umbulharjo dapat mengelola sistem akta digital 

dengan lebih baik. Sehingga dengan adanya pengelola arsip 

yang memadai maka dapat mengelola akta digital dengan baik 

sebagaimana mestinya. 
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B. Saran 

Terdapat beberapa saran peneliti terhadap pengelolaan arsip 

administrasi perkawinan pada KUA Umbulharjo, yaitu: 

1. Adanya pengarahan atau briefing sebelum dilaksanakannya 

pelaksanaan pengelolaan arsip sistem digital agar para pejabat 

dan staf yang berwenang dapat memahami dan mampu 

mengelola sistem akta digital dengan baik, karena hal tersebut 

kiranya dapat mempengaruhi pelaksanaan program inovasi akta 

digital dengan lebih baik. 

2. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat 

memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengelolaan 

arsip administrasi perkawinan pada khususnya dengan 

mengikuti perkembangan informasi teknologi dan komunikasi 

pada masanya. Sehingga dapat mempertajam analisis ketika 

mengkomparatifkan penggunaan pengelolaan arsip sistem 

digital dan pengelolaan arsip sistem konvensional. 
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